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DAFTAR PUSTAKA 
BAB I 

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 
Pengaturan mengenai undang-undang yang mengatur mengenai daerah harus dimulai dari pengaturan dalam konstitusi. Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Selain itu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terlebih lagi dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. 

Dasar pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat  REFR DOCNM="57uut010">Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang REFR DOCNM="56uu025">Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim) sudah kadaluarsa. Hal ini dikarenakan dasar pembentukan UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950. Hal ini tercantum dalam ketentuan mengingat angka 1 UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang menyebutkan Pasal 89, Pasal 131, Pasal 132, dan Pasal 142 Undang-Undang Dasar sementara dan tercantum dalam ketentuan mengingat huruf a UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang menyebutkan Pasal 97 jo. Pasal 89 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim maupun UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim dibuat ketika masa pemerintahan Presiden Sukarno dimana Indonesia masih menganut demokrasi Parlementer yang berlangsung sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1959. 

Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka ini berlangsung dalam rentang waktu antara 1949-1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensiil menjadi quasi parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959. Pada periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer.
 Hal ini tentu tidak cocok dengan kondisi saat ini dimana Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang telah dilakukan amandemen dua kali terakhir pada tahun 2002. Dengan Indonesia memberlakukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi maka sistem pemerintahan Indonesia saat ini menggunakan sistem demokrasi Pancasila. Oleh karena sebab-sebab di atas Undang-Undang ini perlu diubah karena 3 hal yaitu:

1. landasan hukumnya berubah;

2. pemberian nama agar lebih imaginatif; dan

3. memasukkan kekhasan daerah.

Selain itu, urgensi untuk mengatur kembali UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim menjadi undang-undang baru karena untuk mengatur undang-undang yang sudah out of date/ketinggalan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Semangat pembaharuan UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim untuk mengisi pembangunan daerah dengan semangat baru.
  

Pembangunan Kalimantan Barat harus punya kesadaran geografi dengan daerah Kalimantan yang lain seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, sehingga ketika membangun Kalimantan Barat harus satu kesatuan sebagai Pulau Kalimantan. Makin otonom suatu daerah, makin demokrasi pemerintahan secara nasional. Perubahan Undang-Undang ini bukan hanya menyesuaikan penomoran maupun nama tetapi juga isi di dalamnya.

Apabila UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim ini diperbaharui bisa menjadi kesempatan mengubah nama daerah yang kurang imajinatif dan kurang mewakili kekhasan daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu banyak daerah di Indonesia yang diwakili arah mata angin. Selain itu identitas daerah tidak mewakili. Selain itu ada Maluku Tenggara Barat, selain itu ada Maluku Barat Daya, jika menamainya dengan Kabupaten Tanimbar maka identitas daerahnya akan lebih muncul.
 Perubahan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan teori tentang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat serta bagaimana praktik empiris penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat?

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat saat ini?

3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat?

4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris serta urgensi pembentukan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Barat dalam menjawab kebutuhan; 

2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat pada saat ini.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. 

4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan, serta materi muatan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Draf RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. 

D. Metode Penyusunan

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi kelompok terbatas keahlian (focus group discussion) dan wawancara serta kegiatan uji konsep dengan berbagai pihak berkepentingan atau stakeholders terkait penyelenggaraan Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Provinsi tentang Kalimantan Barat diantaranya yaitu:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat  Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; dan

16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan selanjutnya diolah dan dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf RUU sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II mengenai perancangan peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis 
1. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan dalam berbagai cara bergantung perspektif dari masing-masing dan bias berkembang dalam skala yang luas, karena tidak saja secara politik, tetapi bias melingkupi aspek sosial, aspek ekonomi, dan sebagainya. Beberapa mendefiinisikan otonomi daerah yang tidak saja pada konteks pemerintahan, tetapi juga kemasyarakatan.
 

Rondinelli dan Chema (1983) menyatakan otonomi daerah merupakan proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan dalam pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi otonom dan parastatal atau organisasi non pemerintah.

Dari Laporan Tahunan Bank Dunia tahun 1999 antara lain disebutkan bahwa otonomi daerah adalah: “…..the transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to sub ordinate or quasi independent government bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kepada sektor swasta.” (…..pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah bawahannya atau yang bersifat semi independen dan atau kapada sektor swasta).

2. Teori Desentralisasi
Terdapat beberapa jenis desentralisasi, sebagaimana dikutip Sadu Wasistiono dan Petrus Polydando dari pendapat Bayu Surianingrat yang membaginya menjadi dua macam dengan rinciannya sebagai berikut:

a. Desentralisasi jabatan (Ambtelijke Decentralisatie) yaitu pemudaran kekuasaan atau lebih tepatnya sebagai pemindahan kekuasaa dari atasan kepada bawahannya dalam rangka kepegawian untuk meningkatkan  kelancaran pekerjaan Oleh karena itu, desentralisasi disebut juga  dekonsentrasi;

b. Desentralisasi Kenegaraan (Staatkundige Decentralisatie) yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asa demokrasi dalam pemerintahan negara. Di dalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Desentralisasi kenegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

1) Desentralisasi territorial ialah penyerahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri di mana batas pengaturan adalah daerah; dan
2) Desentralisasi fungsional ialah pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus fungsi tertentu. Batas pengaturan tersebut adalah berkenaan jenis fungsinya.
 

3. Teori Simetris dan Asimetris 
Asimetrik adalah lawan dari simetrik yang berarti tidak sama dan tidak sebangun. Sehingga, otonomi asimetrik adalah otonomi yang diterapkan untuk semua daerah otonom di sebuah negara dengan prinsip tidak sama dan tidak sebangun. Sedangkan pada model otonomi simetrik yang diterapkan merupakan konsekuensi dari penerapan bagi semua daerah otonom dengan prinsip yang sama dan sebangun. Model ini menjadi pilihan dalam format negara yang menganut bentuk negara federal atau sebaliknya bagi negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Tentu saja dalam penggunaan asimetrik dan simetrik otonomi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, Inti dari rangkaian perbedaan yang ada dalam model simetrik dan asimetrik adalah menyangkut jenis, jumlah dan skala kewenangan yang melebihi dan berbeda dari entitas sub nasional lainnya.

Robert A. Jaweng (2011) sebagaimana dikutip Irfan Ridwan Maksum menyebutkan persoalan simetrik dan asimetrik, sebagai berikut:
“Pola simetris ditandai oleh “the level of conformity and commonality in the relations of each separate political unit of the system to both the system as a whole and the other component units.“ Adanya hubungan simetris antar setiap negara bagian/daerah dengan pemerintah pusat tersebut didasari jumlah dan bobot kewenangan yang sama. Sementara dalam pola asimetris, satu atau lebih unit politik atau pemerintahan lokal “possessed of varying degrees of autonomy and power….”. Di negara federal, ciri ini sekaligus merupakan kebalikan dari negara unitaris, keberadaan model asimetris dijamin pengaturannya dalam konstitusi dan otoritas federal tidak bias secara sepihak menarik kembali atau membatalkan status asimetrik tadi. Dalam perspektif politik, asimetrik merupakan wujud institutional arrangement yang diatur dalam konstitusi dan ini sebagai bukti pengakuan negara terhadap keberagaman sifat nasionalitas satu atau lebih wilayah.  Sekaligus ini keluar dari asumsi “all nations will want the same degree and type of autonomy”. Gabriele Ferrazzi menulisnya sebagai: “asymmetric decentralization (AD) is common throughout the world, in both unitary and federal countries”. Ini salah satu wujudnya adalah melalui pemberian status otonomi khusus untuk satu atau lebih unit lokal.

4. Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Hubungan pusat-daerah dalam konteks tugas, fungsi dan kewenangannya dianggap berkaitan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi daerah tadi apakah bersifat luas atau sebaliknya, yaitu bersifat terbatas. Untuk karakteristik otonomi daerah terbatas dapat digolongkan apabila: (1) urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; (2) terkait sistem supervisi atau pengawasannya yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian  untuk menentukan secara bebas cara-cara  mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; (3) pada saat sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah  yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Dari pemaparan secara indikator pemerintahan yang didasarkan pada asumsi hubungan pusat-daerah dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang terbatas bagi daerah, maka kita bisa melihat kategori sebaliknya ketika hubungan pusat –daerah menganut otonomi daerah yang bersifat luas. Adapun menyangkut kewenangan pemerintah pusat dalam suatu negara yang menganut bentuk negara kesatuan, maka biasanya ruang lingkupnya tergolong luas dan menjangkau seluruh warga negara yang ada, bahkan baik yang ada di dalam maupun mereka yang di luar negeri. Sehingga dianggap mutlak dalam konteks ruang lingkup kewenangan yang luas itu bisa diambil beberapa urusan yang didasarkan pada pendelegasian penanganannya baik melalui kebijakan desentralisasi atau sebatas sebagai dekonsentrasi. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah sub nasional (daerah) akan sangat bergantung pada karakteristik dari masing-masing negara.  Secara teoritis Smith membagi kewenangan tersebut menurut dua sistem, yaitu sistem ganda (dual system) dan sistem gabungan (fused system). Di bawah sistem ganda, pemerintah daerah dijalankan secara terpisah dari pemerintah pusat atau dari eksekutifnya di daerah. Sedangkan di bawah sistem gabungan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan bersama-sama dalam satu unit, dengan seorang pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan setempat.
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma

1. Prinsip Negara Hukum 

Pada tanggal 1 Januari 1957 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur melalui Keputusan Des. 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956.
 Penetapan tersebut mengubah Kalimantan Barat sebagai Daerah Provinsi Otonom yang membentuk Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Peralihan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat. Namun demikian pembentukan Daerah Otonom Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), sesuai dengan kondisi darurat dimana Pemerintahan masih berbentuk Republik Indonesia Serikat dengan corak parlementer.  
Perkembangan tata negara Indonesia saat ini telah sampai pada bentuk negara kesatuan dengan Pemerintahan Presidensial yang didukung kekuatan multipartai yang memperoleh suara mayoritas di legislatif berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar negara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya memberikan wujud penataan negara berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan kekuasaan (machtsstaat) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum di dalamnya terkandung asas atau prinsip legalitas untuk mewujudkan tujuan hukum dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mensyaratkan seluruh tindakan negara berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertulis yang menduduki urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang hirarkinya berada di bawah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, melalui penerapan asas legalitas dan kepastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Provinsi Kalimantan Barat berupaya menjawab masalah pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang selama ini dasar hukumnya masih mengacu kepada UUD 1950, untuk kemudian dibuat acuannya kembali kepada UUD NRI 1945. 

2. Prinsip Kewilayahan 

Provinsi Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi yang menghadapi sengketa batas akibat adanya pemekaran kabupaten/kota menjadi daerah otonom baru. Sengketa batas wilayah terjadi karena daerah otonom baru hasil pemekaran di Provinsi kalimantan Barat penegasannya harus selesai lima tahun setelah pembentukan, tahun 2007 sampai dengan tahun 2009. Daerah otonom baru tersebut antara lain Kabupaten Pontianak-Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kubu Raya-Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak-Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang-Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kayong Utara-Kabupaten Sanggau, Kota Pontianak-Kabupaten Kubu Raya. 
Di sisi lain Kalimantan Barat memiliki posisi wilayah strategis karena salah satu kabupatennya menjadi wilayah perbatasan dengan negara wilayah negara lain. Kabupaten Sambas berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kabupaten Bengkayang berbatasan dan Kota Singkawang juga berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persoalan perbatasan yang muncul tidak hanya terkait dengan penjagaan kedaulatan, namun juga terkait aspek sosial, budaya dan penguasaan sumberdaya alam. 

Dalam hal pengaturan batas-batas wilayah negara, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan antara lain:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;

b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;

c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan

d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota.  

Dalam rangka melaksanakan kewenangan mengelola wilayah negara dan kawasan perbatasan, Pemerintah Provinsi berkewajiban biaya pembangunan Kawasan Perbatasan.
 Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kota juga memiliki wewenang mengelola Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan serta berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 43 Tahun 2008. 
Pembagian wilayah negara Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Indonesia secara kewilayahan dibagi atas Daerah Provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas Daerah kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dibentuk dengan undang-undang.
  

Mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Daerah Otonom yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dengan undang-undang. Frasa “dibentuk dengan undang-undang” memiliki makna bahwa masing-masing Pemerintahan Daerah Provinsi diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan prinsip pembagian wilayah negara, setiap Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia memiliki dan/atau diatur dengan undang-undang, termasuk Provinsi Kalimantan Barat. 

Dasar hukum berupa undang-undang yang mengatur tentang Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut memberikan kedudukan hukum (legal standing) bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan wewenang pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. 

3. Asas Dekonsentrasi 

Kalimantan Barat memiliki potensi sumber daya alam yang perlu dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Potensi sumber daya alam tersebut meliputi tambang baoksit, perkebunan sawit, karet, Kelapa Dalam, perdagangan lintas batas/internasional, dan kekayaan flora dan fauna hutan. Pada saat yang sama Pemerintah Provinsi juga memiliki kewajiban dalam hal memenuhi kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, perikanan dan hal-hal terkait kebutuhan masyarakat Kalimantan Barat.  
Pemenuhan kebutuhan masyarakat di sebuah daerah provinsi sebenarnya merupakan domain penyelenggaraan urusan pemerintahan umum oleh Pemerintah Pusat. Karena pada dasarnya daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja gubernur yang menjadi wakil Pemerintah Pusat.
 Mengacu pada ketenuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. 

Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi yang juga menjadi wakil Pemerintah Pusat menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
 Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.
 Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.
 

Selain menjalankan urusan konkuren, Pemerintah Daerah Provinsi juga menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut yang dimaksud adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.
 Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Ciri-ciri spesifik dari provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) yang sangat dominan adalah bahwa wilayah KALBAR termasuk salah satu provinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan posisi ini, maka daerah KALBAR kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara resmi telah mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara KALBAR dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara Pontianak, Entikong, Kuching (Sarawak, Malaysia). Permasalahan yang ada di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi:
 

1. Belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas yaitu  garis batas darat, serta administrasi dan pemeliharaannya. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Adanya permasalahan batas negara ini banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan. 

2. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir. 

3. Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (CIQ/ Custom, Imigration and Quarantina) tidak optimal dan terkendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas. 

4. Belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang. 

5. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

6. Rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia, dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri.

7. Mengalami keterbelakangan ekonomi karena tiadanya program dan proyek pemerintah maupun swasta. 

Ciri lainya dari Provinsi KALBAR yaitu wilayah Provinsi KALBAR yang sangat luas. Sampai saat ini akses untuk menjangkau antar wilayah di Provinsi KALBAR masih kurang terjangkau karena minimnya infrastruktur antar wilayah di Provinsi KALBAR yaitu jalan atau kereta belum memadai. Selain itu di Provinsi KALBAR belum adanya fasilitas seperti pelabuhan internasional sebagai sarana dan prasarana lalulintas laut yang dapat meningkatkan APBD Provinsi KALBAR. 

Wilayah Provinsi KALBAR pada saat ini masih banyak berbentuk desa, sehingga penggunaan pajak daerah belum maksimal di provinsi tersebut. Keberadaan desa-desa diwilayah Provinsi KALBAR juga belum maksimal dalam membentuk perangkat desanya sehingga mengalami kesulitan dalam optimalisasi dari pembinaan desa tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya akses untuk memfasilitasi antar desa di wilayah Provinsi KALBAR.
Permasalahan sosial lainya yang ada di Provinsi KALBAR adalah Tingkat pendidikan masih sangat rendah dan belum ada universitas swasta yang memadai di Provinsi KALBAR. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam upaya mencapai pembangunan sosial yang berkelanjutan (sustainable development), sektor pendidikan memainkan peranan sangat strategis yang dapat mendukung proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai alat untuk mencapai target yang berkelanjutan, karena dengan pendidikan aktivitas pembangunan dapat tercapai, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan akan lebih baik.
Dalam pengelolaan sumber daya alam baik perkebunan maupun hasil tambang terdapat permasalahan dalam kepemilikkan lahan, CSR yang tidak tepat sasaran, dan pengangkutan barang yang cukup mahal karena kurangnya infrastruktur di wilayah Provinsi KALBAR. Provinsi KALBAR sebagai penghasil CPO terbesar kedua setelah Provinsi Riau, tidak mendapatkan kontribusi apapun dari ekspor CPO tersebut. Kondisi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan relatif masih memprihatinkan. Saat ini, prinsip pembagian hasil perkebunan dan turunannya (product derivatives) didasarkan pada pintu ekspor. Hal tersebut menyebabkan Provinsi KALBAR yang merupakan daerah penghasil tidak mendapatkan manfaat yang besar. Porsi bagi hasil pada sektor pertambangan yang diterima Provinsi KALBAR masih kecil. Kecilnya porsi bagi hasil pada sektor pertambangan belum memperhatikan aspek eksternalitas atau kencenderungan kerusakan lingkungan yang menjadi beban bagi daerah penghasil serta berdampak pada tingkat kualitas kehidupan masyarakat sekitar kawasan pertambangan khususnya. kawasan konservasi yang berada di Provinsi KALBAR cukup luas namun kondisinya saat ini relatif semakin tergerus oleh aktivitas kebakaran hutan dan lahan, pembabatan hutan liar, dan perkebunan kelapa sawit.
Ada benturan antara kebiasaan masyarakat lokal dengan peraturan perundang-undangan pusat terkait pengelolaan tambang misalnya emas. Adanya kebiasaan dari masyarakat lokal untuk menambang emas secara tradisional yang dianggap sebagai penambang illegal berdasarkan peraturan perundang-undangan pusat. Juga terjadinya konflik masyarakat hukum adat karena merasa terganggu khususnya jika masyarakat hukum adat tersebut dihadapkan dengan masalah investasi. Selain itu, investor juga merasa tidak ada kepastian jika sudah berbentur dengan tanah masyarakat adat. Jadi, selama permasalahan masyarakat hukum adat ini tidak diselesaikan maka masalah investasi di Provinsi KALBAR akan selalu terjadi
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi diatas, dibutuhkan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi KALBAR. Dengan adanya penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dirahapkan akan dapat mengurangi permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi KALBAR. Dalam hal ini pemyusunan RUU Kalimantan barat menggunakan “Konsep Pembangunan Sosial”
 sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia secara paripurna, yakni memenuhi kebutuhan manusia yang mulai dari kebutuhan fisik sampai sosial. Secara kontekstual pembangunan sosial lebih berorientasi pada prinsip keadilan sosial. Selanjutnya “Konsep Pembangunan Sosial”
, merupakan suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi dengan proses pembangunan ekonomi. 
Pada pembangunan sosial memberikan perhatian terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pembangunan biasanya dikaitkan dengan menyusun, adapun definisi pembangunan yaitu modernisasi, perubahan sosial, industrialisasi, pertumbuhan (growth) dan evolusi socio cultural. Terdapat pandangan menurut Fakih
 “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bagi penganut pandangan ini konsep pembangunan adalah berdiri sendiri sehingga membutuhkan keterangan lain, seperti pembangunan model kapitalisme, pembangunan model sosialisme, ataupun pembangunan model Indonesia. 
Pendapat lain terkait pembangunan yaitu menyamakan pembangunan sosial dengan perubahan sosial dan mengatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tergantung kepada masyarakat itu sendiri dalam menentukan arah, pola kecepatannya. Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala sosial yang ada di kehidupan manusia, dimulai dari individu hingga yang lebih kompleks.
 Selanjutnya aspek kehidupan yang berubah dapat mengenai nilai- nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, organisasi masyarakat, kekuasaan, wewenang serta interaksi sosial. 
    Dalam Proses pembangunan sosial dipengaruhi oleh dua dimensi yaitu  pertama, dimensi makro yang mengambarkan bagaimana pemerintah atau institusi negara melalui kebijakan dan peraturan, sistem regulasi yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan dalam masyarakat. Kedua, dimensi mikro di mana individu-individu dan kelompok masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri. 

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara
Substansi yang termuat dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal melalui pendanaan. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan daerah memiliki kemandirian fiskal dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kemandirian fiskal ini tercermin dalam rasio PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan rasio dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Persentase PAD di Kalimantan Barat selama 3 tahun terakhir hanya berkisar antara 35-38 persen. Angka tersebut menunjukkan masih adanya ketergantungan Kalimantan Barat terhadap anggaran dari pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatannya, dan masih jauhnya kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat dari harapan kemandirian fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam mendorong kinerja ekonomi Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kalimantan Barat.

Gambar 1. Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Milyar Rp)
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Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2020

Pada dasarnya tidak ada pendanaan baru dari APBN yang dibutuhkan dalam pengaturan Undang-Undang tentang Kalimantan Barat ini. Namun, ada beberapa hal yang akan mendapatkan multiplier effect dari adanya pembaharuan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat ini, diantaranya yaitu :

1. Terciptanya kepastian hukum provinsi kalimantan barat. Kepastian hukum ini memiliki positive impact, dimana UU tentang Kalimantan Barat dapat menjadi dasar pembuatan Perda atau aturan-aturan turunan yang lebih spesifik dalam mengatur dan menggali potensi pengembangan ekonomi dan karakteristik daerah.

2. Terciptanya karakter potensial daerah. Dengan muatan RUU yang mengunggulkan karakteristik wilayah Kalimantan Barat di sisi wilayah perbatasan antar negara, akan meningkatkan kesadaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk terus mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi yang terdapat di daerah perbatasan. Selain karakteristik wilayah perbatasan negara, masih terdapat karakteristik lain seperti daerah penghasil komoditas sawit, beberapa daerah pariwisata, wilayah perdagangan antar negara (ekspor-impor komoditas tertentu), hingga eksistensi masyarakat adat yang dapat menjadi “keunggulan sosial-budaya” di Kalimantan Barat. Kesadaran masyarakat akan keunikan karakter Kalimantan Barat juga diharapkan dapat mendorong 

3. Meningkatkan daya tarik investasi. Adanya kepastian hukum dan terciptanya karakter potensial daerah dapat menjadi faktor penarik investasi, dan dapat mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (dalam jangka panjang). Meski begitu, RUU ini tidak dapat meningkatkan investasi secara independen, melainkan masih ada faktor-faktor lain yang juga harus diperbaiki secara simultan dan paralel (bersamaan) dengan pembaharuan RUU ini. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penguatan aktivitas ekonomi di daerah PLBN, dll. 

Ketiga poin di atas diharapkan dapat menstimulasi kinerja perekonomian di Kalimantan Barat. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk mendongkrak PAD (dalam jangka panjang), dengan pengelolaan potensi-potensi ekonomi yang selama ini terabaikan.

BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Otonomi daerah di Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sistem pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekhasan yang dimiliki oleh daerahnya. Melalui otonomi daerah, diharapkan potensi-potensi yang ada di daerah dapat dikembangkan sehingga menjadi suatu kebanggaan yang dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan penjabaran dari dasar hukum otonomi daerah dalam Konstitusi:

1. Pasal 18 ayat (1)

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalannya pemerintahan di tiap daerah yang mempunyai karakteristik masing-masing. Pembagian Indonesia menjadi beberapa daerah sebetulnya telah dilakukan semenjak sistem pemerintahan orde lama berjalan di Indonesia. Namun pada saat itu, sistem pemerintahan masih terpusat atau segala sesuatunya diatur oleh pemerintah pusat termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah dan tidak seperti sekarang ini, sebagai berikut:

a. Disebutkan juga tiap-tiap daerah mempunyai pemerintahannya masing-masing dan menjalannya sistem pemerintahannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemerintah suatu daerah.

b. Jalannya pemerintahan di tiap daerah dimaksudkan agar pemerintah pusat lebih mudah untuk melakukan kontrol terhadap daerah-daerah sehingga esensi dari pemerintahan yang berdaulat ke dalam dan keluar dapat terwujud dengan baik

c. Tiap daerah juga mempunyai struktur lembaga pemerintahan baik itu di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya.

d. Masing-masing daerah melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan kekhasan daerahnya sehingga terdapat kemajemukan di negara Indonesia.

Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya, sistem pemerintahan daerah harus mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalannya pemerintahan daerah di Indonesia. Jika pelaksanaan pemerintahan daerah mengacu pada peraturan atau undang-undang, maka jalannya pemerintahan daerah tentunya didasarkan pada asas-asas pemerintahan daerah. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, di dalam undang-undang tersebut, terdapat wewenang yang berhak dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan guna menjaga kelangsungan daerahnya. Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang mengacu pada undang-undang juga merupakan salah satu bentuk perwujudan fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan bagi daerah dan negara Indonesia.

2. Pasal 18 ayat (2):

Berdasarkan fakta sejarah, Indonesia pernah memberlakukan beberapa konstitusi guna mendukung jalannya sistem pemerintahan dari era orde lama sampai dengan sekarang ini. Melalui konstitusi yang berlaku sekarang, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah unutk mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini berarti segala kebijakan daerah yang meliputi banyak aspek dan bidang ditentukan dan dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pengawasan dari pemerintah pusat.

Selain itu, adanya hak pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya membuat pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat meningkatkan daya saing di negara sendiri maupun negara lain terutama di era globalisasi ini. Urusan pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam menentukan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dirasa sudah tepat sehingga dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terdapat warna kemajemukan antar daerah yang ada di Indonesia, sebagai berikut:

a. Jalannya pemerintahan daerah harus didasarkan pada asas yang berlaku dalam hal otonomi daerah. Asas yang biasa dianut oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didasarkan pada UU tentang Otonomi Daerah.

b. Melalui asas ini, pelaksanaan sistem pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat daerah yang dilandaskan pada arti penting dan fungsi Pancasila sebagai pandangna hidup bangsa Indonesia.

c. Selain itu, pelaksanaan jalannya sistem pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas otonomi merupakan salah satu bentuk penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat yang ditinjau dari jalannya pemerintahan yang adil dan berdaulat bagi seluruh masyarakat daerahnya.

d. Tugas pembantuan bisa diartikan sebagai kegiatan membantu pihak untuk menjalankan suatu kegiatan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pihak tersebut. Dalam pemerintahan yang menerapkan otonomi daerah, tugas pembantuan merupakan tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota guna membantu pemerintah provinsi dalam menjalankan kebijakannya.

Tugas pembantuan berkaitan dengan aspek teknis yang hanya dapat dilakukandan dipahami oleh pemerintah daerah karena aspek teknis ini biasanya berkaitan dengan karakteristik suatu daerah. Dalam menjalankan tugas pembantuan, pemerintah kabupaten atau kota melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi agar tidak terjadi miss communication yang dapat menyebabkan konflik baik itu konflik sosial dalam masyarakat atau lainnya diantara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota yang dapat melebar ke lapisan masyarakat. 

3. Pasal 18 ayat (5)

Pada Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, disebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kebebasan untuk menjalankan otonomi daerah dengan seluas-luasnya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah berhak untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada di daerahnya secara bebas tanpa adanya intervensi dari pihak manapun termasuk oleh pemerintah pusat. Kebebasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-luasnya bukan merupakan kebebasan yang tidak disertai tanggung jawab. Tentunya kebebasan otonomi seluas-luasnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dilakukan untuk kepentingan masyarakat daerah dan sifatnya bukan mengeksploitasi sumber daya yang ada, termasuk di dalamnya untuk mengantisipasi adanya dampak globalisasi di bidang ekonomi, politik, dan pendidikan yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat di suatu daerah, sebagai berikut:

a. Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 juga disebutkan urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

b. Hal ini berarti ada pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah daerah untuk menentukan dan menetapkan kebijakan yang berlaku di daerahnya.

c. Isi pasal ini tentunya dibuat untuk menghindari terjadinya saling tumpeng tindih antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

d. Dalam menjalankan wewenang dan kekuasaannya, pemerintah daerah diawasi oleh pemerintah pusat agar pelaksanaan keputusan dan kebijakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara.

4. Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7)

Pasal 18 ayat (6) 

Melalui isi dari Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, pemerintah daerah berhak untuk menentapkan peraturan daerah untuk diberlakukan di wilayah daerahnya. Peraturan daerah yang ditetapkan berkaitan dengan segala kebijakan yang mendukung adanya kemajemukan yang terdapat pada masyarakat daerah yang tidak ditemukan di daerah lain atau tidak dapat diatur oleh pemerintah pusat.

Peraturan-peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk memperkuat fungsi pemerintah daerah dalam menjalakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

Selain itu, melalui peraturan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah dapat lebih mudah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan tersebut di lingkungan masyarakat daerahnya, termasuk di dalamnya adalah salah satu cara mencegah radikalisme dan terorisme yang dapat berkembang di dalam masyarakat. 

5. Pasal 18 ayat (7)
Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 menyatakan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan dan diatur dalam undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya terdapat asas dan wewenang pemerintahan daerah. Adanya undang-undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksudkan agar segala bentuk penyelengaraan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tepat guna bagi kepentingan masyarakat daerahnya.

6. Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2)

Dalam melaksanakan otonomi daerah, hubungan anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur melalui undang-undang. Hal ini dimasksudkan agar hubungan yang terjadi diantara kedua belah pihak adalah hubungan yang bersifat formal dan mengikat. Selain itu, jalinan hubungan antara kedua pemerintahan yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan agar tidak terjadi hubungan yang saling tumpang tindih diantara kepentingan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai berikut:

a. Otonomi daerah memberikan perhatian secara khusus terhadap potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Potensi yang dimaksud di sini meliputi berbagai aspek dan bidang.

b. Oleh karena itu dalam menentukan suatu kebijakan, pemerintah daerah wajib memperhatikan karatersitik yang dimiliki oleh daerahnya sehingga karakteristik daerah dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada masyarakat luas yang berada di luar daerah tersebut.

c. Penetapan kebijakan yang didasarkan pada karakteristik daerah merupakan suatu langkah tepat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut adanya penyebab terciptanya masyarakat majemuk dan multikultural yang ada di Indonesia.

7. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 18B ayat (1) 

Isi dari pasal 18B ayat (1) ini dirasa cukup jelas, yaitu negara mengakui adanya pemerintahan yang bersifat khusus maupun istimewa. Seperti yang kita ketahui, diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia berdampak munculnya daerah-daerah khusus dan istimewa di beberapa provinsi di Indonesia. Beberapa daerah atau provinsi yang mempunyai otonomi khusus atau bersifat istimewa adalah Provinsi: Aceh (Daerah Istimewa Aceh), Jakarta (Daerah Khusus Ibukota Jakarta) dan Provinsi Yogyakarya (Daerah Istimewa Yogyakarta)

Jalannya otonomi khusus atau otonomi yang bersifat istimewa di daerah tersebut merupakan bentuk perhatikan pemerintah terhadap adanya kekhasan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tentunya jalannya otonomi khusus ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, melainkan sebagai bentuk keragaman yang perlu dipelihara dan dilestarikan.

Pasal 18B ayat (2)

Pasal ini, secara jelas disebutkan bahwa adanya pengakuan yang dilakukan oleh negara terhadap kekhasan masyarakat daerah yang berkembang di daerah-daerah dalam negara Indonesia. Bentuk-bentuk kekhasan tersebut merupakan sesuatu yang patut dijamin dan dihormati hak-haknya melalui adanya upaya pemerintah dalam menegakkan HAM di Indonesia. Bahwa kekhasan yang berkembang di dalam daerah yang melaksanakan otonomi tidak bertentangan dengan dasar hukum dan prinsip-prinsip yang terdapat di negara Indonesia.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Sementara Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS 1950) Berlaku 17 Agustus 1950 S/D 17 Agustus 1959
Pembentukan Provisi Kalimantan Barat sampai saat ini diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1956 jo UU Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur. Pembentukan Undang-Undang tersebut di bentuk pada era berlakunya UUDS 1950. Pengaturan tentang pembentukan daerah provinsi diatur dalam Bab IV tentang Pemerintah Daerah dan Daerah-daerah Swapradja dalam UUDS 1950 yaitu dalam Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 yang menyatakan sebagai berikut:

 Dalam Pasal 131, Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan ketcil yang berhak mengurus rumah tangganja sendiri (autonoom), dengan bentuk susunan pemerintahannja ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusjawaratan dan dasar perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. Kemudian pada ayat (2) Kepada daerah-daerah diberikan autonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganja sendiri. Pada ayat (3) Dengan undang-undang dapat diserahkan penjelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah jang tidak termasuk dalam urusan rumah tangganja.

Dalam Pasal 132, Kedudukan daerah-daerah Swapradja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannja harus diingat pula ketentuan dalam Pasal 131 UUDS 1950, dasar-dasar permusjawaratan dan perwakilan dalam sistim pemerintahan negara. Kemudian pada ayat (2) Daerah-daerah Swapradja yang ada tidak dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang jang menjatakan bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan dan pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada Pemerintah. Pada ayat (3) Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan jang dimaksud dalam ajat 1 dan tentang mendjalankannja diadili oleh badan pengadilan jang dimaksud dalam Pasal 108.

Dalam Pasal 133, Sambil menunggu ketentuan-ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 132 maka peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian bahwa penjabat-pendjabat daerah bagian dahulu jang tersebut dalam peraturan-peraturan itu diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada Republik Indonesia.

C. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim)
Dasar hukum pendirian Propinsi Kalimantan Barat pertama kali adalah UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Beberapa hal yang menarik dari UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yaitu dalam konsideran menimbang huruf a tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur menggunakan frasa “sementara dalam tiga bagian yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.” Artinya pembentuk undang-undang ini menginginkan untuk dasar hukum yang bersifat tetap/permanen masih dinantikan. 

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim, daerah-daerah di Kalimantan Barat tidak disebutkan semuanya. Namun sebagai contoh Kabupaten Landak yang muncul setelah undang-undang ini berlaku tidak termasuk sebagai kabupaten di Kalimantan Barat, akan tetapi Kabupaten Sanggau disebutkan dalam UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Hal ini menunjukkan bahwa UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim belum mengatur lengkap mengenai batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah tertentu yang merupakan pinggir-pinggir wilayah Kalimantan Barat.

Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur mengatur penyebutan pemerintah daerah otonom. Hal ini masih rancu apakah sama dengan ibukota propinsi atau tidak. Pengaturan dalam UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim bahwa pengaturan pemerintah daerah otonom untuk Propinsi Kalimantan Barat yaitu berkedudukan di Pontianak, Propinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin, dan Propinsi Kalimantan Timur berkedudukan di Samarinda. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur bahwa anggota DPRD Propinsi Kalimantan Barat, anggota DPRD Propinsi Kalimantan Timur, dan anggota DPRD Propinsi Kalimantan Selatan ditentukan masing-masing terdiri dari 30 orang anggota. Hal ini tentu sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini di Propinsi Kalimantan Barat dimana jumlah anggota DPRD sudah melebihi jumlah tersebut. Selain itu mengenai pemilihan anggota DPRD maupun pengaturannya sudah mengikuti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu hal yang masih jadi pertanyaan bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur mengenai Dewan Pemerintah Daerah Provinsi, padahal saat ini nomenklatur tersebut tidak dikenal. Nomenklatur yang saat ini digunakan adalah Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi. Pengaturan berikutnya yang perlu disesuaikan adalah Pasal 6 ayat (1) UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur mengenai pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam urusan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sudah perlu disesuaikan dengan pengaturan terkini mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan yang terlalu spesifik dan kurang bisa mengikuti perkembangan masyarakat Propinsi Kalimantan Barat saat ini adalah pengaturan Pasal 7 UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang mengatur mengenai rumah sakit partikelir. Nomenklatur ini sudah tidak dikenal dalam perkembangan saat ini. Kesemua contoh hal di atas menunjukkan bahwa UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim memang perlu disesuaikan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat Propinsi Kalimantan Barat yang sudah tidak dapat diwadahi dengan hanya berlandaskan pada UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat  REFR DOCNM="57uut010">Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang REFR DOCNM="56uu025">Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim)
Dalam ketentuan menimbang huruf a UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim masih menggunakan landasan filosofis Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara. Padahal saat ini landasan filosofis bagi pembentukan undang-undang di Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Undang-Undang Dasar Sementara tentu sudah tidak cocok dengan kondisi hukum dan perkembangan masyarakat yang saat ini berlaku di Indonesia.

Dalam batang tubuh pasal demi pasal dalam UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim hanya mengatur mengenai Kalimantan Tengah seperti ibu kota Kalimantan Tengah, DPRD Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Tengah, serta daerah-daerah Swatantra Tingkat II Kalimantan Tengah. Dalam UU tentang Perubahan UU tentang Kalteng, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim, penggunaan istilah Propinsi dan Kabupaten dianggap sebagai suatu kekhilafan dan tidak dipergunakan lagi. Padahal saat ini justru kedua istilah tersebut yang dipergunakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Hal yang berkaitan dengan Propinsi Kalimantan Barat terdapat dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yaitu Pasal 4 sampai dengan Pasal 83 memuat hal-hal yang menjadi urusan rumah tangga Daerah Swatantra Tingkat I. Berbagai urusan yang berlaku bagi Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur berlaku pula bagi Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah.

E. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU tentang Kehutanan)

Pasal 1 angka 1 UU Kehutanan menjelaskan bahwa Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan Pasal 1 ayat (2) UU Kehutanan menjelaskan bahwa hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohon. Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Kehutanan. 

Pasal 3 UU tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan: 

a.
menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;

b.
mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; 

c.
meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;

d.
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan

e.
menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Terkait penguasaan hutan, Pasal 4 UU Kehutanan menjelaskan bahwa semua hutan di dalam wilayah Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk: 

a.
mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; 

b.
menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c.
mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Status hutan diatur dalam Pasal 5 UU tentang kehutanan yang menyatakan bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada pemerintah pusat. Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Yang selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan fungsi pokok yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi sebagiaman diatur dalam Pasal 6 UU tentang Kehutanan.

Keterkaitan UU tentang Kehutanan dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat yaitu terkait pengawasan, kewenangan, dan peran serta masyarakat. Pasal 60 ayat (1) UU tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UU tentang Kehutanan.

Terkait kewenangan Pasal 66 UU tentang Kehutanan menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah pusat menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (3) UU tentang Kehutanan.

Berdasarkan Uraian di atas, penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah pusat harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada Pemerintah Daerah tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Dalam pengaturan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat khususnya substansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan kehutanan harus melakukan sinkronisasi terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Kehutanan.

F. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) dibentuk dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendanaan tersebut menganut prinsip money follows function, yang mengandung makna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Karena ketika daerah diserahkan kewenangan yang berlebih dari yang semula berada di pusat maka harus pula dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaannya. Kegunaan sumber-sumber pembiayaan tersebut diperuntukkan agar pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencegah tumpang tindih pendanaan atau tidak tersedianya pendanaan bagi suatu bidang pemerintahan. 

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah. Dasar pendanaan pemerintahan daerah menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah terdiri atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di danai APBD, penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di danai APBN, dan penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh daerah dalam rangka tugas pembantuan di danai APBN. 

Dana Perimbangan menurut ketentuan Pasal 1 angka 19 UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.” Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, pada Pasal 43 sampai dengan 48 Pemerintah daerah juga mendapat Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pelaksanaan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah berkaitan erat dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) yang menggantikan undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya yakni UU tentang Pemda Tahun 2004. Dikarenakan UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah lahir dengan dasar pelaksanaan otonomi daerah menurut UU tentang Pemda Tahun 2004 sehingga terdapat banyak penyesuaian terkait dengan perimbangan keuangan menurut UU tentang Pemda Tahun 2014.

Dalam penjelasan umum UU tentang Pemda Tahun 2014 dinyatakan bahwa penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Ketika Daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai Urusan Pemerintahan dan khususnya Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar, Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen DAK untuk membantu Daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai. 

Keterkaitan antara UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dengan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat terdapat pada pengaturan mengenai dana perimbangan. Lebih lanjut, pengaturan dana perimbangan yang spesifik berkaitan dengan lampiran UU tentang Pemda Tahun 2014. Lampiran yang berjudul Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di UU tentang Pemda Tahun 2014 berkaitan erat dengan dana perimbangan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat. Kaitannya antara lain hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya air (SDA) perlu dioptimalkan selaras dengan pengaturan yang ada menurut UU tentang Pemda Tahun 2014. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang terdapat dalam UU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (berkaitan dengan pembaharuan menurut UU tentang Pemda Tahun 2014) perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat.

G. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini merupakan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila. Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dengan UU tentang Penataan Ruang adalah terkait penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah Daerah. Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Adapun wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, meliputi: 

a.
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; 

b.
pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; 

c.
pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan

d.
kerja sama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah provinsi memuat: 

a.
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi; 

b.
rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi;

c.
rencana pola ruang wilayah provinsi yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi;

d.
penetapan kawasan strategis provinsi;

e.
arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f.
arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan d. kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; d. penetapan kawasan strategis kabupaten; e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang. 


Mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi Pemerintah Daerah, maka dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat dirasa perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan Ruang oleh Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antar daerah mengenai batasan kewenangannya.

H. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (UU tentang Wilayah Negara)

Wilayah negara menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi yang dijalankan oleh pemerintah daerah provinsinya, tentunya memiliki kewenangan terkait wilayah negara yang masuk dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat. 

Pasal 9 UU tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Secara spesifik, dalam Pasal 11 UU tentang Wilayah Negara menjelaskan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara, yaitu:

a. melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; 

b. melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan; 

c. melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antar-pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan 

d. melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota. 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan di atas, Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU tentang Wilayah Negara.

Untuk mengelola batas wilayah negara dalam mengelola kawasan perbatasan pada tingkat pusat dan daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah membentuk Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU tentang Wilayah Negara. Keanggotaan Badan Pengelola berasal dari unsur Pemerintah dan pemerintah daerah yang terkait dengan perbatasan wilayah negara. Hubungan kerja antara Badan Pengelola nasional dan Badan Pengelola daerah merupakan hubungan koordinatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU tentang Wilayah Negara.
Berdasarkan uraian keterkaitan Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Wilayah Negara, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Wilayah Negara, agar RUU Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan pengaturan pengelolaan wilayah negara yang masuk ke dalam Provinsi Kalimantan Barat.

I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU tentang Kepariwisataan)

Kepariwisataan menurut Pasal 1 angka 4 UU tentang Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Setiap daerah di wilayah Indonesia pasti memiliki daerah wisata, termasuk di provinsi Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sendiri sebagai suatu provinsi memiliki beberapa keterkaitan dengan pengaturan UU tentang Kepariwisataan.

Pasal 8 UU tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Secara spesifik Pasal 9 ayat (2) UU tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi diatur dengan Peraturan Daerah provinsi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 UU tentang Kepariwisataan. 

Pasal 13 UU tentang Kepariwisataan mengatur mengenai Kawasan strategis pariwisatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu kawasan strategis pariwisata merupakan Kawasan strategis pariwisata provinsi, dimana merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah provinsi. Kawasan strategis pariwisata provinsi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Pasal 29 UU tentang Kepariwistaan mengatur secara spesifik mengenai kewenangan pemerintah provinsi, yaitu berwenang:

a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi;

b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;

c. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;

d. menetapkan destinasi pariwisata provinsi;

e. menetapkan daya tarik wisata provinsi;

f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;

g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata provinsi; dan

h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU tentang Kepariwisataan, difasilitasi pembentukannya oleh Pemerintah Daerah yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan uraian di atas, keterkaitan Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Kepariwisataan, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimatan Barat harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Kepariwisataan, agar RUU Provinsi Kalimantan Barat dapat memaksimalkan kepariwisataan yang ada di Kalimantan Barat.

J. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyempurnakan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat dalam kedua undang-undang yang digantikan tersebut. 

Penyempurnaan ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah oleh UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain dengan cara memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah, menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, mengalihkan pajak pusat ke daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah, dan mengubah tata cara pengawasan terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dari semula hanya represif menjadi preventif dan represif. 

Perluasan objek pajak daerah dilakukan dengan cara memperluas objek pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor sampai mencakup kendaraan pemerintah, objek pajak hotel sampai mencakup seluruh persewaan di hotel, dan objek pajak restoran sampai mencakup pelayanan katering. Adapun perluasan objek retribusi daerah dilakukan dengan cara memperluas objek retribusi izin gangguan sampai mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Penambahan jenis pajak daerah dilakukan dengan cara menambahkan pajak sarang burung walet ke dalam pajak kabupaten/kota dan pajak rokok ke dalam pajak provinsi. Adapun penambahan jenis retribusi daerah dilakukan dengan cara menambahkan retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan ke dalam retribusi daerah. Pengalihan pajak pusat ke daerah dilakukan dengan cara mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya merupakan pajak pusat ke daerah. 

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah hanya dalam batas maksimum yang ditetapkan oleh UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun demikian, UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan batas minimum tarif pajak kendaraan bermotor untuk menghindari perang tarif pajak kendaraan bermotor antardaerah dan menetapkan tarif pajak rokok secara definitif untuk menjaga keseimbangan antara beban cukai yang ditanggung oleh industri rokok dengan kebutuhan fiskal nasional dan daerah. Selain itu, UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyeragamkan nilai jual kendaraan bermotor secara nasional sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor untuk mencegah masyarakat memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Meskipun demikian, sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban pajak yang ditanggungnya dan pertimbangan tertentu, Menteri Dalam Negeri dapat menyerahkan kewenangan penetapan nilai jual kendaraan bermotor kepada daerah. 

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di perkotaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan 
seterusnya. Aturan mengenai retribusi daerah yang dimuat dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain mengatur mengenai objek dan golongan retribusi daerah, subjek retribusi daerah, wajib retribusi daerah, tingkat penggunaan jasa retribusi daerah, tarif retribusi daerah, dan tata cara penghitungan retribusi daerah.

Objek retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum, retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha, dan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Subjek retribusi daerah yang diatur dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda-beda sesuai dengan golongan retribusinya.

Subjek retribusi daerah terdiri atas subjek retribusi jasa umum, subjek retribusi jasa usaha, dan subjek retribusi perizinan tertentu. Wajib retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 1 angka 69 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah “orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.” Wajib retribusi daerah tersebut terdiri atas wajib retribusi jasa umum, wajib retribusi jasa usaha, dan wajib retribusi perizinan tertentu. 

Besaran retribusi daerah yang terutang menurut ketentuan Pasal 151 ayat (1) UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi daerah. Tingkat penggunaan jasa menurut ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Adapun tarif retribusi daerah menurut ketentuan Pasal 151 ayat (5) UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah tersebut. 

Pengawasan terhadap kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah diubah dari represif menjadi preventif dan represif. Hal tersebut diatur dalam Pasal 157 sampai dengan Pasal 159 UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh ketentuan Pasal 409 huruf c UU tentang Pemerintahan Daerah kecuali ketentuan Pasal 158 ayat (1). 

UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas 18 (delapan belas) bab dan 185 pasal. Undang-undang tersebut antara lain mengatur mengenai pajak daerah, bagi hasil pajak provinsi, penetapan dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak, pemungutan pajak, retribusi, penetapan, dan muatan yang diatur dalam peraturan daerah tentang retribusi, pengawasan dan pembatalan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi, pemungutan retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, dan insentif pemungutan. 

Sejak diundangkan sampai dengan sekarang, UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diajukan permohonan pengujian (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 5 (lima) kali. Dari lima permohonan tersebut, 1 (satu) permohonan ditarik kembali, 1 (satu) permohonan dikabulkan sebagian, dan 3 (tiga) permohonan dikabulkan seluruhnya. Permohonan yang ditarik kembali yaitu Permohonan Perkara No. 31/PUU-IX/2011, permohonan yang dikabulkan sebagian yaitu Permohonan Perkara No. 80/PUU-XV/2017, dan permohonan yang dikabulkan seluruhnya yaitu Permohonan Perkara No. 52/PUU-IX/2011, Permohonan Perkara No. 52/PUU-IX/2011, dan Permohonan Perkara No. 15/PUU-XV/2017. 

Keterkaitan antara UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat terdapat pada pengaturan mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam memperoleh dan mengelola potensi pendapatan daerah, baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah harus tetap berpedoman dan tidak tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
K. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Tentang Desa)

Desa menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UU tentang Desa. Akan tetapi, meskipun berkedudukan di kabupaten/kota, namun Kalimatan Barat sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga memiliki keterkaitan dengan desa, sebagaimana diatur dalam UU tentang Desa.

Salah satu syarat pembentukan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU tentang Desa, yaitu mengenai jumlah penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Syarat pembentukan desa wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimatan Tengah, dan Kalimantan Utara dinyatakan harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit 1500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 7UU tentang Desa.

Keterkaitan lain mengenai Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan pengaturan di UU tentang Desa, salah satunya ada dalam Pasal 7 ayat (1) UU tentang Desa menyakan bahwa pemerintahan daerah provisi dapat melakukan penataan desa. Selain itu, kewenangan desa meliputi kewenangan dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 21 UU tentang Desa. 

Dalam UU tentang Desa juga dinyatakan bahwa kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 huruf i UU tentang Desa. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 huruf i UU tentang Desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 64 huruf f UU tentang Desa.

Pendapatan Desa salah satunya juga bersumber dari bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e UU tentang Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 74 ayat (1) UU tentang Desa. 

Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 83 ayat (4) UU tentang Desa. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) UU tentang Desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) UU tentang Desa.

Pasal 90 UU tentang Desa juga mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan memberikan:

a. hibah dan/atau akses permodalan; 

b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan 

c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa. 

Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 UU tentang Desa. 

Pasal 96 UU tentang Desa menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Selanjutnya Pasal 101 UU tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.  Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Adat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 105 UU tentang Desa. 

Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 109 UU tentang Desa. 

Pasal 112 UU tentang Desa mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan desa tersebut dapat didelegasikan kepada perangkat daerah. Selain itu, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa.

Pasal 114 UU tentang Desa mengatur secara spesifik pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, yang meliputi:

a. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;
b. melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan; 
d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa;
e. melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
g. melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa; 
h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa; 
i. melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa; 
j. membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan 
k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antarDesa.

Berdasarkan uraian keterkaitan Kalimantan Barat sebagai suatu provinsi dengan UU tentang Desa, nantinya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimatan Barat harus sejalan dengan dasar-dasar pengaturan UU tentang Desa, agar RUU Provinsi Kalimantan Barat harmonis dengan UU tentang Desa yang terlebih dahulu diundangkan.

L. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda)
Pasal 4 ayat (4) UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur bahwa Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan agar Menteri yang bersangkutan masing-masing mengetahui jalannya hal-hal yang dilaksanakan oleh Propinsi dengan mengirimkan laporan berkala pada Menteri yang bersangkutan tentang hal-hal yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Propinsi. Hal ini saat ini sudah menjadi pengaturan dalam UU tentang Pemda.

Demikian juga dengan Pasal 4 ayat (5) UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim yang mengatur bahwa Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengusahakan supaya kepala atau pemimpin urusan Propinsi masing-masing memenuhi panggilan dari Menteri yang bersangkutan untuk mengadakan pembicaraan bersama tentang urusan-urusan teknis yang termasuk pekerjaan kepala atau pemimpin urusan Propinsi itu masing-masing. Pengaturan ini seolah-olah menempatkan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi mengambil peran kepala daerah. Hal ini sudah tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU tentang Pemda dimana kepala daerah yaitu Gubernur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Pemerintahan Daerah yang memiliki kendali penuh atas koordinasi pejabat-pejabat di daerahnya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Pasal 6 ayat (1) UU tentang Kalbar, Kalsel, dan Kaltim mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam urusan layanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini tentunya sudah tidak cocok dengan perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini karena mengenai pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah diatur dalam UU tentang Pemda.

M. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (UU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (yang selanjutnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil) merupakan undang-undang yang sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasaan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasimasyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 6 pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib mengintegrasikan berbagai stakeholder yaitu pemerintah, pemerintah daerah, antar sektor, masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 7 Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan melibatkan masyarakat berdasarkan norma, standar, dan pedoman pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun rencana zonasi rinci di setiap zona kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu dalam wilayahnya. Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri atas:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K;

2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K;

3. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan

4. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K.

Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa RSWP-3-K merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang setiap Pemerintah Daerah. RSWP-3-K wajib mempertimbangkan kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Untuk jangka waktu RSWP-3-K Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Selanjutnya pada Pasal 9 RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. Jangka waktu berlakunya RZWP-3-K selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. RZWP-3-K ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perencanaan RZWP-3-K dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan;

2. keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir; dan 

3. kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau disusun oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, rencana zonasi tersebut dilaksanakan melalui rencana aksi sesuai dengan Pasal 13 bahwa RAPWP-3-K dilakukan dengan mengarahkan rencana pengelolaan dan rencana zonasi sebagai upaya mewujudkan rencana strategis. RAPWP-3-K berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pada Pasal 20 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Izin tersebut diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional, yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih lanjut dalam Pasal 21, pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil oleh masyarakat hukum adat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 22, terdapat pengecualian izin bagi masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memiliki izin melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Izin lokasi tersebut menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan. 

Pasal 50 menyebutkan bahwa Gubernur berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, Bupati/wali kota berwenang memberikan dan mencabut izin lokasi dan izin pengelolaan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan gubernur dan bupati/walikota di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan pengaturan dalam lampiran UU tentang Pemda.

N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU tentang Perkebunan)
Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran. Tujuan penyelenggaraan perkebunan dalam UU tentang Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan pelindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. 

Pada Pasal 5, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota membuat perencanaan perkebunan. Kemudian, pada Pasal 6, perencanaan perkebunan mencakup:

1. wilayah;

2. tanaman perkebunan;

3. sumber daya manusia;

4. kelembagaan;

5. kawasan perkebunan;

6. keterkaitan dan keterpaduan hulu_hilir;

7. sarana dan prasarana;

8. pembiayaan;

9. penanaman modal; dan

10. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan

11. teknologi.

Pada Pasal 12, apabila tanah yang digunakan oleh pelaku usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat maka pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dan juga harus memperoleh persetujuan dari masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Kemudian, musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lebih lanjut pada Pasal 17 pejabat yang berwenang dilarang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Namun ketentuan tersebut dapat dikecualikan dalam hal tilah dicapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.

Dalam Pasal 47 disebutkan bahwa perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin usaha perkebunan. Lebih lanjut dalam Pasal 48, izin usaha perkebunan sebagaimana tersebut diberikan oleh: a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan b. bupati/wali kota untuk wilayah dalam suaru kabupaten/kota. Namun, dalam hal lahan usaha perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan izin diberikan oleh menteri.

Pada Pasal 93 ayat (2) menyebutkan bahwa pembiayaan penvelenggaraan perkebunan yang dilakukan oleh pemerinlah daerah sesuai dengan kewenangannya yang bersumber anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kemudian dalam Pasal 94, pembiayaan yarg bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenanganya diutamakan diberikan untuk pekebun.

Dalam UU tentang Perkebunan Lingkup penyelenggaraan perkebunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibagi sesuai kewenangannya. Pemerintah daerah berperan sesuai dengan kewenangannya dalam pengaturan perkebunan meliputi:

1. perencanaan;

2. penggunaan lahan;

3. perbenihan;

4. budi daya Tanaman perkebunan;

5. usaha perkebunan;

6. pengolahan dan pemasaran Hasil perkebunan;

7. penelitian dan pengembangan;

8. sistem data dan informasr;

9. pengembangan sumber daya manusia; 

10. pembiayaan Usaha perkebunan;

11. penanaman modal;

12. pembinaan dan pengawasan; dan

13. peran serta masyarakat.
Oleh karena itu, UU tentang Perkebunan dan RUU tentang Provinsi Kalbar memiliki keterkaitan dengan pembagian kewenangan dibidang perkebunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. RUU tentang Provinsi Kalbar harus menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin terkait usaha perkebunan dan juga anggaran yang harus diberikan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

O. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)
UU tentang Pemajuan Kebudayaan dibentuk mengingat bangsa Indonesia memiliki kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia. 

UU tentang Pemajuan Kebudayaan lahir dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk masa depan, serta peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, menempatkan kebudayaan daerah sebagai kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah dinamika perkembangan dunia. Oleh karena itu, dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan, negara berupaya mengatur langkah-langkah strategis dalam pelindungan, pengembangan, dan pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 

Dalam Pasal 4 UU tentang Pemajuan Kebudayaan dijabarkan bahwa pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; b) memperkaya keberagaman budaya; c) memperteguh jati diri bangsa; d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e) mencerdaskan kehidupan bangsa; f) meningkatkan citra bangsa; g) mewujudkan masyarakat madani; h) meningkatkan kesejahteraan rakyat; i) melestarikan warisan budaya bangsa; dan j) mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. 

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pemajuan kebudayaan ini berpedoman pada: a) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; b) pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; c) strategi kebudayaan; dan d) rencana induk pemajuan kebudayaan. Dalam Pasal 8 memberikan landasan pengaturan pemajuan kebudayaan secara berjenjang dari pemerintah daerah kabupaten kota sampai pemerintah pusat untuk menyusun diantaranya: (1) pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan. 

Selanjutnya, dalam Pasal 9 mengatur bahwa daerah juga membuat ketentuan yang pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi, strategi kebudayaan, dan rencana induk pemajuan kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi. Dalam Pasal 17 UU tentang Pemajuan Kebudayaan yang memberikan kewenangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. UU tentang Pemajuan Kebudayaan mendorong pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. 

Sesuai dengan Pasal 24 ayat (4) UU tentang Pemajuan Kebudayaan, pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara: (a) menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; (b) menggunakan objek pemajuan kebudayaan sehari-hari; (c) menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; (d) menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; dan (e) mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. 

Keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Kalbar terdapat pada pengaturan mengenai pemajuan kebudayaan. Hal ini dikarenakan masyarakat di Provinsi Kalbar memiliki banyak suku dan adat istiadat yang beragam. Masyarakat di Provinsi Kalbar memiliki adat istiadat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal sebagai jati diri yang mengakar dalam kehidupan masyarakat serta menjadi bagian kekayaan kebudayaan nasional sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam penyusunan RUU tentang Provinsi Kalbar dapat merespon penyesuaian pengaturan pemajuan kebudayaan secara lebih sistematis dan rinci terkait kebudayaan yang ada di Provinsi Kalbar, sebagaimana terkait dengan UU tentang Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Provinsi Kalbar juga dalam hal kewajiban pemerintah pusat dan/pemerintah daerah untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan. Lebih lanjut, pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan menjadi dasar penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan. Rencana induk pemajuan kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

P. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU tentang Mineral dan Batubara)
Pasal 1 angka 4 UU tentang Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Selajutnya Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa pertambangan Batubara merupakan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. 

Keterkaitan UU tentang Mineral dan Batubara dan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat yaitu terkait kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Salah satu contohnya yaitu terkait izin usaha pertambangan. Pasal 1 angka 6 UU tentang Mineral dan Batubatra menjelaskan bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan danf atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang. Selanjutnya, Perizinan berusaha merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6c UU tentang Mineral dan Batubara.

Kewenangan pemberian izin usaha pertambangan yang semula ada di pemerintah provinsi beralih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) UU tentang Mineral dan Batubara yang menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam 35 ayat (4) UU tentang Mineral dan Batubara.

Masalah kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara juga diatur dalam ketententuan peralihan dan ketentuan penutup, sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf g, “Seluruh kewenangan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara wajib dimaknai sebagai kewenangan Pemerintah Pusat kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

2. Pasal 173B, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten lKota huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Sub Urusan Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20I4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

3. Pasal 173C ayat (1), “Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OOg tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49591 dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

4. Pasal 173C ayat Ayat (2), “Dalam jangka waktu pelaksanaan kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri atau gubernur tidak dapat menerbitkan perizinan yang baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini yaitu:

1.
pengaturan terkait konsep Wilayah Hukum Pertambangan;

2.
kewenangan pengelolaan Mineral dan Batubara; 

3.
rencana pengelolaan Mineral dan Batubara;

4.
penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.

5.
penguatan peran BUMN;

6.
pengaturan kembali perizinan dalam pengusahaan Mineral dan Batubara termasuk di dalamnya, konsep perizinan baru terkait pengusahaan batuan untuk jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu, serta perizinan untuk pertambangan rakyat; dan

7.
penguatan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha Pertambangan, termasuk pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang. 

Dalam Undang-Undang ini juga dilakukan pengaturan kembali terkait kebijakan peningkatan nilai tambah Mineral dan Batubara, divestasi saham, pembinaan dan pengawasan, penggunaan lahan, data dan informasi, Pemberdayaan Masyarakat, dan kelanjutan operasi bagi pemegang Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

Berdasarkan uraian di atas, pengaturan dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Mineral dan Batubara khususnya terkait kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis
Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Lebih lanjut, pembentukan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan mengenai pemerintahan daerah tersebut secara spesifik di antaranya adalah pengaturan batas wilayah, otonomi daerah, tugas pembantuan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala daerah, pembagian kewenangan pusat dan daerah, kekhususan dan keragaman daerah, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta kesatuan masyarakatt hukum adat dan hak-hak tradisionalnya.
Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang berada dalam wilayah kekuasaan NKRI, dengan batasan-batasan sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, hingga saat ini payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu UU Nomor 21 Tahun 1958, masih menggunakan dasar hukum atau konsiderans UUDS 1950. Dimana ketika UUDS 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Oleh karena itu, dasar payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat harus diperbaharui agar sesuai dengan konsep NKRI saat ini. 

Selain itu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang meyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya supremasi hukum. Dalam hal ini, pembentukan Provinsi Kalimantan Barat masih didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 1958), dimana ketentuan mengingat huruf a UU Nomor 21 Tahun 1958 masih berdasarkan UUDS 1950. Sementara konstitusi Indonesia saat ini adalah UUD NRI Tahun 1945 yang diamandemen terakhir pada tahun 2002. Guna mendukung supremasi hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan konstitusi saat ini yaitu UUD NRI Tahun 1945.

Begitupun dengan alasan penyesuaian dengan sistem pemerintahan saat ini. Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat masih didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 1958, dimana pembentukan UU Nomor 21 Tahun 1958 masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersfat quasi parlementer.  Padahal saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini kembali mempertegas perlu adanya pembaharuan terhadap undang-undang yang menjadi dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan sistem pemerintahan presidensiil saat ini.

B. Landasan Sosiologis
Selama 6 (enam) dekade sejak berlakunya UU Nomor 25 Tahun 1956, Provinsi Kalimantan Barat telah menyelenggarakan pemerintahan dan otonomi daerahnya. Dalam perkembangannya, Provinsi Kalimantan Barat perlu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing, Namun, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Barat masih menemukan berbagai permasalahan. Pertama, jumlah kabupaten dan kota serta jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dalam perkembangannya telah bertambah. Hal tersebut menyebabkan upaya pembangunan infrastruktur dasar memerlukan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Namun, aspek luas wilayah tidak menjadi salah satu instrumen utama bagi Provinsi Kalimantan Barat dalam formula penghitungan besaran dukungan dana alokasi khusus (DAK) di bidang infrastruktur.

Kedua, Provinsi Kalimantan Barat sebagai penghasil CPO terbesar kedua setelah Provinsi Riau, tidak mendapatkan kontribusi apapun dari ekspor CPO tersebut. Kondisi kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan relatif masih memprihatinkan. Saat ini, prinsip pembagian hasil perkebunan dan turunannya (product derivatives) didasarkan pada pintu ekspor. Hal tersebut menyebabkan Provinsi Kalimantan barat yang merupakan daerah penghasil tidak mendapatkan manfaat yang besar. 

Ketiga, porsi bagi hasil pada sektor pertambangan yang diterima Provinsi Kalimantan Barat masih kecil. Kecilnya porsi bagi hasil pada sektor pertambangan belum memperhatikan aspek eksternalitas atau kencenderungan kerusakan lingkungan yang menjadi beban bagi daerah penghasil serta berdampak pada tingkat kualitas kehidupan masyarakat sekitar kawasan pertambangan khususnya.

Keempat, Provinsi Kalimantan Barat memiliki wilayah perbatasan darat terpanjang di Indonesia dengan negara lain namun pengelolaannya belum optimal sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada wilayah perbatasan tersebut. Pengelolaan wilayah perbatasan yang tidak optimal juga mengakibatkan di wilayah perbatasan sering menjadi tempat terjadinya transnational crime seperti transaksi narkoba antarnegara, human trafficking, dan lain sebagainya. Selain itu, juga adanya ketidakjelasan kewenangan dalam pengelolaan wilayah perbatasan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Provinsi Kalimantan Barat perlu diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan wilayah perbatasan khususnya dalam meningkatkan kerja sama perdagangan luar negeri serta pemberdayaan ekonomi di kawasan perbatasan, sehingga momentum pengembangan ekonomi daerah dapat dicapai secara lebih efektif dan mampu meminimalisir kegiatan-kegiatan illegal di wilayah perbatasan.

Kelima, penanganan dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan lahan selalu dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kebakaran dan hutan tersebut selain dilakukan oleh masyarakat juga dilakukan oleh perusahan perkebunan besar.

Keenam, kawasan konservasi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat cukup luas namun kondisinya saat ini relatif semakin tergerus oleh aktivitas kebakaran hutan dan lahan, pembabatan hutan liar, dan perkebunan kelapa sawit.

Ketujuh, terjadinya konflik masyarakat hukum adat karena merasa terganggu khususnya jika masyarakat hukum adat tersebut dihadapkan dengan masalah investasi. Selain itu, investor juga merasa tidak ada kepastian jika sudah berbentur dengan tanah masyarakat adat. Jadi, selama permasalahan masyarakat hukum adat ini tidak diselesaikan maka masalah investasi di Provinsi Kalimantan Barat akan selalu terjadi.

Ketujuh, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Barat yang diukur dengan 3 indikator utama yakni kesehatan, pendidikan yang mencakup lama sekolah dan melek huruf serta tingkat perekonomian masyarakat relatif masih rendah. Sehubungan dengan itu, Provinsi Kalimantan Barat sangat memerlukan kebijakan afirmatif dalam hal rekuitmen ASN dan PPPK, dengan prioritas utama bagi SDM masyarakat lokal setempat.

Sehubungan dengan adanya berbagai fakta empiris dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dipaparkan di atas maka perlu adanya RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat agar Provinsi Kalimantan Barat dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing.
C. Landasan Yuridis 
Indonesia sebagai negara hukum, peraturan yang dalam kondisi out of date harus disesuaikan dengan perkembangan kompleksitas aspek kehidupan, seperti sosial-budaya, ekonomi, politik, potensi daerah, dan kemajuan tekonologi, informasi dan telekomunikasi. Sejalan dengan tujuan negara republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 pada alenia empat antara lain tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, dan pedamaian. Untuk mewujudkan tujuan negara yang kompleks dan cakupannya luas tersebut bukan saja menjadi tanggung pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Sharing dan kolaboratif dalam tugas dan tanggung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan untuk membangunan bangsa dan negara serta mensejahterakan masyarakatnya.
Pada tahun 1998 terjadi gelombang pergeseran pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam biangkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peranserta aktif masyarakat daerah dalam pembangunan yaitu ditandai dengan demokrasi ekonomi bagi masyarakat lokal di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menggariskan adanya pendelegasian wewenang (desentralisasi) kepada daerah dalam administrasi pembangunan di daerah, yaitu makin meningkatkan dan memantapkan kewenangan yang lebih besar kepada daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan. Pendelegasian wewenang kepada daerah pada dasarnya bukan hanya diselenggarakan oleh lembaga publik pemerintah (misalnya pemerintah daerah) namun juga oleh lembaga publik milik masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat (misalnya lembaga swadaya masyarakat lokal).
Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga menjadi suatu senjata untuk dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2). Berikut merupakan penjabaran dari dasar hukum otonomi daerah dalam Konstitusi:
1. Pasal 18 ayat (1)

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

2. Pasal 18 ayat (2)

“Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

3. Pasal 18 ayat (5)

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas–luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”

4. Pasal 18 ayat (6) 

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah danperaturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

5. Pasal 18 ayat (7)
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang.”
6. Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) 

Pasal 18A ayat (1)
“Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Pasal 18A ayat (2)

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang–undang.”

7. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2)

Pasal 18B ayat (1) 

“Negara mengakui dan menghormati satuansatuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.
Pasal 18 B ayat (2) 

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Selain mempertimbangkan dasar hukum yang bersumber UUD NRI Tahun 1945 tersebut, perlu dipertimbangkan juga aspek dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda). 
Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung negara Malaysia. Di dalam UU tentang Wilayah dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait wilayah negara, pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Di dalam UU tentang Pemda terdapat beberapa pokok atau inti pengaturan terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain hubungan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan otonomi daerah atau pembagian kewenangan, penataan daerah meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sinergitas dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, pemberian sumber keuangan kepada daerah yang seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari suatu daerah, serta diperlukan adanya upaya untuk memacu kreativitas dan pelindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya.

Dengan demikian, setelah melihat aspek secara yuridis, terdapat landasan hukum yang kuat agar RUU tentang Provinsi Kalbar perlu dilakukan penyesuaian dan pembaharuan. Hal ini mengingat UU Nomor 25 Tahun 1956 sebagai landasan pembentukan Provinsi Kalbar sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip otonomi daerah saat ini dan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat di Provinsi Kalbar. Selain itu, harmonisasi aspek yuridis dengan UU tentang Pemda dan UU tentang Wilayah Negara, juga dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi RUU tentang Provinsi Kalbar.
BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan
Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dan berkesinambungan dalam konteks kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik utama wilayah daratnya berbatasan langsung dengan negara lain yang terpanjang di Indonesia. Melalui Undang-Undang ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat secara adil dan merata dan peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan tetap berfondasi pada tradisi budaya dan kearifan lokal serta pembangunan di kawasan perbatasan dalam mewujudkan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara, bukan sebagai halaman belakang Negara Kesaturan Republik Indonesia.  

Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai Pola dan Haluan Pembangunan Kalimantan Barat, Pendekatan pembangunan Kalimantan Barat yang berkarakter wilayah perbatasan antar negara, pembangunan perekonomian dalam bidang perkebunan dan pertambangan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan, serta Pendanaan. RUU ini memuat materi tentang ketentuan umum yang memuat istilah, asas, dan tujuan; karakteristik, pengakuan, perlindungan, hak dan kewajiban, pemberdayaan, sistem informasi, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lembaga Adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, peran serta masyarakat.

B. Ruang lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup materi muatan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum 

Ketentuan umum memuat nomenklatur yang penting dalam RUU yang membutuhkan pengertian dan definisi, antara lain:

a. Provinsi Kalimantan Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah, penduduk, dan otonomi sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat Kalimantan Barat yang khas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

b. Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau wilayah sub-nasional.
c. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
d. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batasan tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
e. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

g. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Kalimantan Barat.

h. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan Perbatasan.
i. Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat adalah sebuah unit atau formasi yang dibentuk antara pemerintah Pusat dengan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan Perbatasan.
j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Perda Provinsi Kalimantan Barat adalah peraturan daerah yang disetujui bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pengaturan dalam undang-undang ini berdasarkan asas keselamatan rakyat, demokrasi, persatuan dan kesatuan, kepentingan nasional, keseimbangan wilayah, keadilan dan pemerataan kesejahteraan, peningkatan daya saing, kepastian hukum pelestarian seni, budaya, tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal, serta kesatuan pola dan haluan pembangunan.

Selain itu, pengaturan dalam undang-undang ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 
a. mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;

c. membangun dan meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mendukung memandirikan sistem pemerintahan; dan 

d. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan tetap berfondasi pada tradisi, budaya, dan kearifan lokal dalam kerangka kebhinekaan.
2. Posisi, Batas, dan Pembagian Wilayah Provinsi Kaimantan Barat 
Provinsi Kalimantan Barat terletak di bagian barat Pulau Kalimantan, yaitu di antara garis 2o (dua derajat) 08 (delapan menit) Lintang Utara serta 30 (tiga derajat) 05 (lima menit)Lintang Selatan; dan 108o (seratus delapan derajat) 0 (nol menit) Bujur Timur dan 114o (seratus empat belas derajat) 10 (sepuluh menit) Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Barat mempunyai batas wilayah:
a. Utara : Sarawak di Malaysia;

b. Selatan : Laut Jawa dan Kalimantan Tengah;

c. Timur : Kalimantan Timur;

d. Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata.
Batas wilayah dituangkan dalam peta yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat ini. Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 14 (empat belas) kabupaten/kota, yaitu:
a. Kabupaten Sambas;
b. Kabupaten Bengkayang;
c. Kabupaten Landak;
d. Kabupaten Pontianak;
e. Kabupaten Sanggau;
f. Kabupaten Ketapang;
g. Kabupaten Sintang;
h. Kabupaten Kapuas Hulu;
i. Kabupaten Sekadau;
j. Kabupaten Melawi;
k. Kabupaten Kayong Utara;
l. Kabupaten Kubu Raya;
m. Kota Pontianak; dan
n. Kota Singkawang.
Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan, dimana kecamatan terdiri atas desa/kelurahan. Ketentuan lebih lanjut pembagian wilayah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan di Provinsi Kalimantan Barat diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pola Dan Haluan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat
Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan pola pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka mewujudkan prinsip dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pola pembangunan Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan secara terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
Cakupan haluan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat meliputi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat; pengembangan tata kehidupan masyarakat; pembangunan yang berkelanjutan; peningkatan daya saing; manajemen risiko kehidupan; berlandaskan pada nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat; dan prinsip pengutamaan pada keunggulan potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam di setiap wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai; pemenuhan kebutuhan jaminan sosial dan pelindungan tenaga kerja; pemenuhan kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi; mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat; dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi  budaya, dan seni yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
Pengembangan tata kehidupan masyarakat dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang memuliakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan. Pembangunan yang berkelanjutan merupakan elemen dalam pembangunan yang menitikberatkan pada keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan dan kelestarian serta keberlanjutan lingkungan. Peningkatan daya saing merupakan peningkatan kemampuan daya saing Provinsi Kalimantan Barat yang diwujudkan dengan meningkatkan kemampuan daerah untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas; meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. 
Manajemen risiko kehidupan harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat. Manajemen risiko kehidupan dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Barat dengan semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an.
Berlandaskan pada nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat harus ditetapkan dan dijalankan setiap Gubernur Provinsi Kalimantan Barat agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sejalan dengan semangat filosofi kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Berlandaskan pada nilai filosofis kehidupan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui pemeliharaan tradisi budaya dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Barat dengan semangat ke-Bhinneka Tunggal Ika-an sebagai acuan dasar pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat. 
Prinsip pengutamaan pada keunggulan potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam di setiap wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat harus ditetapkan dan dijalankan setiap Gubernur Provinsi Kalimantan Barat agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Prinsip pengutamaan pada keunggulan potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam di setiap wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat diikuti dengan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Barat untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya alam di setiap wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Prinsip pengutamaan pada keunggulan potensi ekonomi dan potensi sumber daya alam di setiap wilayah yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan dengan mengakui dan menghormati adat masyarakat setempat.
4. Prioritas Pembangunan Kalimantan Barat
Pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas 6 (enam) bidang prioritas, yang meliputi:
a. prioritas pertama yaitu pembangunan infrastruktur fisik dan kesejahteraan sosial ekonomi bagi masyarakat di perbatasan Kalimantan Barat.  Wilayah perbatasan dimaksud adalah terkait dengan batas wilayah dengan negara lain, yaitu Malaysia.

b. prioritas kedua yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia.

c. prioritas ketiga yaitu peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan daerah;

d. peningkatan  konektivitas dan pemerataan hasil pembangunan antar wilayah;

e. peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang. Hal ini antara lain juga mengenai upaya maksimalisasi berbagai prasarana dan sarana penanganan bencana alam dan bencana non alam.  

f. Peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan bidang-bidang prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, maka langkah-langkah yang dijalankan adalah dengan memperhatikan terhadap apa-apa saja yang sudah diputuskan sebagai menjadi prioritas pembangunan nasional. Ini merupakan bentuk konsistensi pengembangan potensi kewilayah dan kemasyarakatan sekaligus pemerintahan bagi Provinsi Kalimantan Barat dalam kerangka otonomi daerah yang dijalankan dalam bingkai Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Sementara itu, dalam upaya medukung masing-masing bidang prioritas pembangunan tadi, maka pemerintah di tingkat pusat, pemerintah provinsi Kalimantan Barat, dan dan/ atau pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, diusahakan semaksimal mungkin agar dapat terlaksana secara terintegrasi. Langkah keterpaduan masing-masing bidang-bidang priotas pembangunan tadi dengan dukungan program-program yang dijalankan adalah bersifat terintegrasi baik dalam tataran lintas sektor dan juga di tataran kewilayahannya. Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan bidang-bidang prioritas pembangunan tadi, maka dialokasi pendanaannya baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat (APBD provinsi); maupun Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Di samping itu, dukungan pendanaan bagi pelaksanaan prioritas bidang-bidang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, juga melalui apa yang disebut sebagai sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan prioritas pembangunan di atas pula, maka nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (Perda) baik di tingkat Perda Provinsi Kalimantan Barat maupun Perda di tingkat kabupaten/kota setempat. Pengaturan di tingkat daerah tersebut sudah tentu berpedoman pada apa yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.
5. Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Secara Tematik

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara tematik dapat dilakukan sesuai dengan potensi masing-masing dengan mengutamakan prinsip tematik. Pembangunan secara tematik dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Pelaksanaan Pembangunan secara tematik dilakukan dengan memperhatikan:

a. potensi masing-masing kabupaten/kota atau sesuai dengan potensi masing-masing wilayah di Provinsi Kalimantan Barat; 

b. sesuai rencana tata ruang wilayah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah nasional; dan

c. kelestarian lingkungan alam di Provinsi Kalimantan Barat. 

Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat secara tematik diwujudkan dalam bentuk:

1. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus 

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional dan daerah, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi di daerah.

Pada perkembangannya, guna mampu menjaga pengelolaan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar tetap seiring dengan dinamika ekonomi dan teknologi dunia, pemerintah dan pemerintah daerah  mentransformasikan kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus  dengan menekankan orientasi pada terwujudnya kawasan ekonomi khusus yang tidak hanya menekankan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah dan pemerataan pembangunan secara nasional (KEK Generasi 1), namun juga mendorong terwujudnya kawasan ekonomi khusus yang mampu membangun nilai tambah atas penguasaan teknologi dan sumber daya manusia (KEK Generasi 2), yang diwujudkan dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan, Kawasan Ekonomi Khusus Pendidikan, Kawasan Ekonomi Khusus Ekonomi Digital dan Kawasan Ekonomi Khusus Maintenance Repair and Overhaul.
Dalam rangka meningkatkan pengembangan kawasan perdagangan dan industri di Provinsi Kalimantan Barat, jika diperlukan setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat membentuk Kawasan Ekonomi Khusus. Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Dalam rangka keberpihakan kebijakan sektoral yang mendukung kebutuhan spesifik, serta prosedur untuk mengefektifkan peran pengelolaan daerah perbatasan agar dapat terintegrasi secara terpadu ke arah percepatan pembangunan perbatasan maka Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat membentuk BPPD. Jika diperlukan, BPPD dapat membentuk Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat. Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat dibentuk untuk: 

a. meningkatkan pembangunan di wilayah perbatasan;

b. penataan kawasan dan pengembangan fisik prasarana perbatasan; dan
c. pemberdayaan dan pengembangan masyarakat perbatasan.
Tugas, fungsi, dan kewenangan BPPD dan Satuan Tugas BPPD Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Perda Provinsi Kalimantan Barat.

6. Kewenangan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangannya berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan antar negara di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, mempunyai kewenangan membentuk Badan Pengelola Perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pengembangan E-Government
Dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan dan menerapkan e-government di setiap satuan kerja pemerintahan daerah di seluruh Kabupaten dan Kota. E-government merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan publik pemerintahan daerah; mengoptimalkan akses masyarakat terhadap sumber informasi pemerintahan daerah guna menguatkan partisipasi dalam pembangunan daerah; meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien; mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi; membangun komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dunia bisnis, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan tepat; melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan; mengintegrasikan berbagai layanan antar-lembaga pemerintahan; dan mengoptimalkan satu data di Provinsi Kalimantan Barat.

Penerapan e-government di Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan taat asas. Penerapan e-government di Provinsi Kalimantan Barat disusun dalam Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi Provinsi Kalimantan Barat. Rencana Induk Teknologi Informasi Komunikasi mengatur penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi, serta validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Barat. Penggunaan dan pengembangan teknologi informasi komunikasi mengatur pembangunan dan pengelolaan aplikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah; Interoperabilitas aplikasi internal dan eksternal Provinsi Kalimantan Barat; sifat dan inovasi layanan aplikasi; jaminan keamanan jaringan dan tempat penyimpanan data; dan pemutakhiran big data. Validitas dan autentikasi data di Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menerapkan e-government perlu menyiapkan sumber daya berupa: pembiayaan yang cukup; infrastruktur teknologi informasi yang memadai; dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian. Pembiayaan bersumber dari APBN dan/atau APBD. Infrastruktur dapat dipenuhi melalui kerja sama dengan pihak swasta. Sumber daya manusia dapat direkrut melalui tenaga kerja kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia diatur dalam Peraturan Daerah.

8. Partisipasi Masyarakat
Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari peran serta berbagai kalangan di luar pemerintahan, atau yang dikenal sebagai partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan daerah adalah wujud dari dimensi pengembangan potensi dan sumber daya daerah secara demokratis dan sekaligus merupakan konsekuensi dari paradigma perencanaan pembangunan setempat yang tidak bersifat top down, tetapi benar-benar berangkat dari aspirasi dan kebutuhan di tingkat bawah (bottom up).
Upaya pengembangan potensi dan sumber daya daerah bagi pembangunan yang dijalankan oleh Provinsi Kalimantan Barat tidak terlepas dari sinergi yang dijalankan secara kelembagaan baik melalui pemerintahan di tingkat provinsi dan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota serta bahkan melibatkan pula para pemangku kepentingan intansi vertikal pusat di daerah. Ini merupakan konsekuensi dari pola otonomi daerah yang dijalankan dengan bentuk Negara Kesatuan yang dianut Republik Indonesia.

Kesesuaian dari setiap tataran pola otonomi yang dianut di atas adalah berlaku bagi pada tingkat provinsi itu sendiri, kabupaten/kota yang ada, serta sampai pada tingkat kelurahan/desa. Kesesuaian atas jenjang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dijalankan pada setiap tingkatan pemerintahan adalah upaya membangun semangat rasa memiliki (sense of belonging) atas pencapaian hasil pembangunan dimasa sekarang dan agenda pengembangannya lebih lanjut dari setiap sumber daya lokal yang ada dimasa depannya.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, meliputi apa yang disebut sebagai:

a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;

b. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengambangan kapasitas masyarakat;

c. mengembangkan pelembagan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. penyusunan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;

b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemonitoran serta mengevaluasi pembangunan daerah;

c. pengelolaan asset dan/atau sumber daya alam daerah; dan

d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, maka beberapa wadah atau forum di tingkat publik lokal kiranya dapat dimanfaatkan:

a. konsultasi publik;

b. musyawarah;

c. kemitraan;

d.  penyampaian aspirasi;

e. Pengawasan; dan

f. Bentuk keterlibatan lainnya selama sejalan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam rangka pengaturan terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan, maka pemerintah Provinsi memfasilitasi pengaturannya dalam kebijakan Peraturan Daerah (Perda) dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan sekaligus pada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Peran Serta Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah. 

9. Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan program-program prioritas di Provinsi Kalimantan Barat, maka diperlukan pendaanaan agar program-program tersebut dapat berjalan dengan optimal. Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat memperoleh sumber pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Terkait program prioritas pembangunan kawasan perbatasan negara, pada dasarnya Pemerintah Daerah memiliki kapasitas untuk membangun dan meningkatkan potensi ekonomi yang terdapat pada kawasan perbatasan, Pemerintah Daerah juga lebih mengetahui program prioritas apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya sendiri. Namun, sumber dana APBD yang dapat digunakan untuk pembangunan kawasan perbatasan saat ini masih sangat terbatas.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Pusat perlu memperhatikan pembangunan secara berkelanjutan di kawasan perbatasan. Dalam hal ini, pembangunan kawasan perbatasan dapat menggunakan beberapa alternatif skema pendanaan, yaitu melalui Dana Alokasi Khusus(DAK), Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat, dan juga melalui Program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Untuk menjamin keberlanjutan pembangunan kawasan perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat, perlu adanya komitmen dari Pemerintah secara konsisten untuk mengalokasikan anggaran belanja baik pusat maupun daerah, yang digunakan untuk pembangunan kawasan perbatasan negara. Dalam hal ini, alokasi anggaran yang dimaksud ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

10. Penutup

Dalam ketentuan penutup ini ditegaskan bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) dan peraturan pelaksanaannya, dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Mengingat terdapat beberapa peraturan pelaksanaan berdasarkan undang-undang ini, penetapan untuk jangka waktu penetapan peraturan pelaksanaannya menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, ditentukan penetapan peraturan pelaksanaannya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.
BAB VI 

PENUTUP 
A. Simpulan
Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan praktik Otonomi Daerah

Dalam kajian teoretis diuraikan hal–hal mengenai teori otonomi daerah, desentralisasi, teori simetris dan asimetris serta tugas, fungsi, dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu juga diuraikan juga mengenai kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.
2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai Provinsi Kalimantan Barat dalam peraturan perundang-undangan terkait

Diperlukan sinkronisasi dengan sejumlah pengaturan terkait dengan Provinsi Kalimantan Barat hal ini dikarenakan Undang-Undang yang melahirkan Provinsi Kalimantan Barat masih berdasarkan gabungan 3 (tiga)  Provinsi, yakni Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur yang terbit pada saat masih RIS. Dengan beragamnya perkembangan hukum yang ada maka diperlukan sinkronisasi dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal ini, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. UU No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; 
c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat  REFR DOCNM="57uut010">Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang REFR DOCNM="56uu025">Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
f. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
g. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
n. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
o. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat
a. Landasan Filosofis

Pembentukan RUU Provinsi Kalimantan Barat ini dalam rangka meneguhkan eksistensi Provinsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana termaktub didalam UUD NRI 1945. Akan tetapi, hingga saat ini payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, masih menggunakan dasar hukum atau konsiderans UUDS 1950. Dimana ketika UUDS 1950, Indonesia masih berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Oleh karena itu, dasar payung hukum pembentukan Provinsi Kalimantan Barat harus diperbaharui agar sesuai dengan konsep NKRI saat ini. 

Begitupun dengan alasan penyesuaian dengan sistem pemerintahan saat ini. Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat yang ada saat ini masih didasarkan pada Undang Undang dimana pembentukannya masih berdasarkan sistem pemerintah yang bersfat quasi parlementer. Padahal saat ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensiil.  
Dengan demikian pembentukan Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat secara filosofi dirasakan sangat penting untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensiil saat ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

b. Landasan Sosiologis

Pembentukan RUU ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang efektif, efisien, dan berdaya saing. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut Nomor 25 Tahun 1956, sebagai dasar pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, dalam menyelenggarakan pemerintahan dan otonomi daerahnya, dirasa sudah tidak bisa mengakomudir perkembangan dan dinamikasi permasalahan masyakarat dan sosial yang terjadi dewasa ini.

c. Landasan Yuridis

Pada tahun 1998 terjadi gelombang pergeseran pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada tahun 2000 memberikan landasan yuridis konstitusional bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam biangkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan diberikannya otonomi daerah, diharapkan daerah dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga menjadi suatu senjata untuk dapat memperkuat stabilitas nasional. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan otonomi daerah di Indonesia, terdapat dasar hukum yang bersumber pada UUD NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).
Selain mempertimbangkan dasar hukum yang bersumber UUD NRI Tahun 1945 tersebut, perlu dipertimbangkan juga aspek dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU tentang Wilayah Negara dan UU tentang Pemda. 
Provinsi Kalimantan Barat merupakan wilayah yang berbatasan langsung negara Malaysia. Provinsi ini memiliki wilayah perbatasan darat terpanjang di Indonesia dengan negara lain namun pengelolaannya belum optimal sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berada wilayah perbatasan tersebut. 
Di dalam UU tentang Wilayah dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berwenang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait wilayah negara, pemerintah provinsi berkewajiban menetapkan biaya pembangunan kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan tersebut bersifat lintas kabupaten atau lintas provinsi dan/atau melibatkan investasi swasta. Pembangunan wilayah perbatasan merupakan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Di dalam UU tentang Pemda terdapat beberapa pokok atau inti pengaturan terkait hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan antara lain hubungan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan otonomi daerah atau pembagian kewenangan, penataan daerah meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, sinergitas dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah dengan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, pemberian sumber keuangan kepada daerah yang seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari suatu daerah, serta diperlukan adanya upaya untuk memacu kreativitas dan pelindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya.
4. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan dalam Penyusunan RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat
Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dan berkesinambungan dalam konteks kepentingan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik utama wilayah daratnya berbatasan langsung dengan negara lain yang terpanjang di Indonesia. 
Sedangkan Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai Pola dan Haluan Pembangunan Kalimantan Barat, Pendekatan pembangunan Kalimantan Barat yang berkarakter wilayah perbatasan antar negara, pembangunan perekonomian dalam bidang perkebunan dan pertambangan, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan, serta Pendanaan. RUU ini memuat materi tentang ketentuan umum yang memuat istilah, asas, dan tujuan; karakteristik, pengakuan, perlindungan, hak dan kewajiban, pemberdayaan, sistem informasi, tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lembaga Adat, penyelesaian sengketa, pendanaan, peran serta masyarakat.
Materi muatan dalam RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat mengatur mengenai ketentuan umum; posisi, batas, dan pembagian wilayah provinsi Kalimantan Barat; karakteristik Kalimantan Barat; prioritas pembangunan Kalimantan Barat; pola pembangunan Kalimantan Barat; pembangunan Kalimantan Barat pemerintahan elektronik, wewenang pemerintah provinsi Kalimantan Barat, dan pendanaan. 
B. Saran
Berdasarkan simpulan tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Provinsi Kalimantan Barat.
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